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ABSTRAK

Seat ini banyvak produk makanan yang beredar di Indosesia yang belumn jelas
kehalalannya. Padahal dalam  agama Islam  keteptuan  mengenai mengkonsumsi
makanan halal adalah wajib hukumnya, dan kita kerahui bersama bahwa apama [slam
adalah agama mavoeritas di Indonesia lerutama di Kota Padang. £3 Indonesia sudab adae
lembaga vang menangani mekanisme labelisasi dan serlifikasi halal yaiu LPPUR
MU, Berdasarkan latar belokang diatas maka permasalaban yang coba diangkat oleh
penulis yaitu kriteria yang digunakan LPPOM MUL Sumbar dalam pencantuman
serifikasi halal,mengenai perlindungan hukum yang difakukan LPPOM MUT Sumbar,
dan kendals wang dihadapi LPPOM MU Sembar dalfam  upaya memberikan
perlindungan hukum bagi konsumen terbadap makanan tudak halal vang bercdar di
Foom Padang, Metode pendekatan yany dipaksi dalam penelitian ind adalah voridis
soviofogis, meninjau masalah vang diteliti dari segi ilmu hukum dan dengan melibat
serte mengkaitkan dengan kenyataan yang ada di dalam implementasinya yang
bertujuan untuk mendiskripsikan suatu kegiatan atan peristiwa alamizh dalam prakick
sehari-hari.  Berdasarkan  hasil “penelitian,  penulis  memperoleh jawaban  atas
permasalahan yang ada, vaito kriteria vang dipunakan dalam pencantuman sertifikasi
halal aleh LPPOM 3UL adalah dilhat dari 4 ahap yaite @ prosedur pemeriksaan, obvek
pemeriksuan, pelaksanaan pemeriksaan, dan hasil pemeriksasn. Perlindungan hukum
vang dapat dilakukan oleh LPPOM MU dari segi normatit adalah denpan mengenakan
pasal & (h) UUPK bagi produsen yang mencantumban lahel halal tetaps setelah ditelitl
ternvata mengandung bahan tidak halal. Hal ini dikarenakan tidak ada perateran di
Indonesia yang mewajibkan bagh produsen untuk mencantumkan label halal. Selain itu
upaya yang dapat dilakukan adalah dengan sertifikasi dan labelisasi halal. Kemudizn
dari segi teknis vang dapat dilakukan cleh LPPOM MU adalah dengan adanya Sistem
Taminan Ialal.Kendala vang dibadapi LPPOM MU dalam memberikan perlindungun
hukum bagi konsumen terhadap produk muekenan tidak halal dapat dilihat dari aspck
normatif yaim tidak  adanya peraturan yang mewajibkan bagi produsen uastuk
mencantemkan label halal. Dan beherapa kendala dari segd weknis, antaza lain belom
adanya kesadaran dari produsen untuk  berproduksi sccara halal dan tingkal
pengetahuan konsumen yang rendah tentang bahan-hahan dalam membuar pangan.
Menvikapi fakea-fakta tersebut, maka perlu adanyva peraturan baru mengenai kewajiban
pencantuman label halal pada setiap produk pangan yvang heredar di Indonesia. Selain
ity upaya vang dapat dilakukan oleh LPPOM MU adalah dengan cara sosialisasi pada
produsen tentang pentingnya berproduksi secara halal,



BARI

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

PBerbagai jenis makanan banyak dijumpai di Keta Padang. Dari makanan yang
manis hingga makanan vang asam. semuanya dikemas dalam bentuk vang menarik.
Hahkan pengussha makanan tidak hanya berasal dari produsen muslim tetapi juga
dihasitkan oleh produsen mon-grdinr. Untuk makanan busten fome fwdusery produsen
muslim biasanys lehih banyak mengikuti prosedur syariat islam dan menggunakan
hahan- bahan fradisional untuk olahanava, sedangkan untuk ror-islam biasanva mereka
secara jelas membedaken makanan vang tidak halal dengan yang halal vang akan
dijual. Selain i, konsumen muslim jupa tidak merasskan ketakutan dalam memakan
makanan yang dihasilkan produsen non-muslim karena selain rasanya vang enak tetapi
Juga rasa percaya kepada produsen balwa maekanan tersebut adalsh halal,

Mamun pernyataan “halal” yang dinyatskan sendiri oleh produsen dan rasa
Venak™ yang dihasilkan dari suatn produk makanan, belum dapat menyimpulkan apakah
makanan tu “halal™ sesuai svariat islam dan ketentuan Undang-Undang vang
menjaminnya karena pencouan kehalalon sangatlal rumit dan memerlukan tingkat
pengetahuan yang tinggi baik ilmu pengetahuan maupun hukum islam serta keimanan (
islam ) vang tinggi.' Ditambah denpan datangnva era glabalisasi mulai menvebabkan

bamyaknya jenis makanan dan minuman impor vang masih dimgukan kehalalannyva
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vung beredar di Kota Padang dan bahan wtama serta mokanan tambahan yang i impor
untuk memproduksi bahan pangan olahan dalam negeri.

Rendahnya kesadaran masyarakst terbadap makanan halal tersebut discbabkan
karena Kurangnys sosialisasi akan pentingnya kehalalan makanan Selama ini mercka
hasya mengetahui bahwa makanan haram adalah daging habi. darah dan hewan
sembliban vang tidak menyebutkan nama Allah SWT dalam penyemblihannya, Padahal
ada makanan yang merupakan hasil deri sejumlzh bahan yang bisa saja mengandung
balian haram Tak heran jika banyak wmat Jslam vang mengkonsumsi makanan vang
status kehalalannys diragukan atau bahkan haram. e bukan karena mereka scnzaja
melanggar aturan agama melainkan  ketidaktahuan mercka akan status makanan
tersebu.

Untuk itu diperlukan adanya peraturan dan pengaturan yang jelas, vang
menjamin kehalalan suatu bahan ataw produk pangan, D samping it wmat islam periu
dibekali denpan pengetahuan :r'ar.ng cukup tentang masalah ini, bahkan para ulama hargs
bekerjasama denagan para ilmuwsn dalam menentukan kehalalan suatu bahan atau
produk pangen. Pemerintab sendin berkewajiban memberikan perlindungan hagi
Konsumen untuk mengkonsurmsi makanan yang halal, Semestinyn acdy langkah sinerpis
antar mereka untuk melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai makanan
halal tersebut.

Sehagei contoh Majelis Ulama Indonesia (MU} mengumumkan sejumiah
produk. impor maupun lokal yang bertebaran di Indonesia yang juga beredar di Padang
vang belum mendapatkan sertifikat halal vang mana dalam produk olshan tersebut

terindikasikian mengandung hahan baku yang berasal dari bahan haram. seperti, produk



BE

BAR IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

.

Lyari hasil penelitian vang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan -
kKriteria dalam pencantuman sertifikasi halal oleh LPPOM MUT dapat dilihat
dart segi prosedur pemeriksaan dimana disini proses awal vang harus dilakukan
aleh produsen maupun importic hars mengajukan surat permehonan kepada
LPPOM MUL denpan syaral-svarat yang telah ditentukan oleh LPPOM MUL
apabila produsen telah memenehi persvaratan ilu maka LPPOM MU skan
membentuk tim pemeriksa vang dischut juga tim suditor dan melaksanakan
pemeriksaan ke tempat produsen ( perusahasn), dari segi ohjek pemeriksaan
vaite lim pemeriksa akan memeriksa terhadap obyek vang berkaitan dengon
proses produksi yaitu fasilias fisik berupa bangunan tempat pangan diproduksi,
fasilites peralatan  produksi.  penyimpanan, penpangkutan, distribusi, dan
penyvajian. cara berproduksi mliputi cara dari segi peloksanaan pemeriksaan
vaitu apabila surat perintah pemerksazn sudah dikeluarkan oleh LPPOM MUT
kepada tim awditor. dan dari segi hasil pemeriksaan ¢ auditing yaite hasil akhir
auditer vang stelah dirapatkan teclebih dahuly vang kemudian di bawa ke
komisi fatwa MU dan apabila tidak ada masalah maks sertifikat halal akan
dikeluarkan aleh LPPOM M

Peclindungan hukum vang dapat dilakekan oleh LPPOM MU dalam rangka

memherikan perlindungan hukum bagh konsumen terhadap produk makanan
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